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Abstract 

The Minangkabau community is known as a religious community. This can be seen in their life 

motto, namely adat bersendi syarak`, syarak bersendi Kitabullah. However, in the practice of 

community life, especially in marriage law, there are several forms of marriage that occur in 

Minangkabau which are different from the provisions described by Islamic law, known as Kawin 

Pantang. The writer is interested in re-analyzing the form and practice Kawin Pantang in 

Minangkabau through the lens of Islamic Family Law because this phenomenon continues to 

develop along with the times. The problems that the writer discusses in this thesis can be described 

in several questions as follows: First, How to practice Kawin Pantang in Minangkabau society? 

Second, How does Islamic Family Law look at Kawin Pantang in Minangkabau society? The form 

of this research is qualitative research, namely research that is descriptive in nature and tends to 

use analysis. While the type of research is empirical legal research (non-doctrinal). The results of 

this study are as follows: 1) Over time, the meaning of abstinent marriage in the Minangkabau 

community has become looser. This has allowed some tribes to have same-tribal marriages with 

beida niniak mamak, although there are some tribes that still have a narrow understanding of the 

meaning, namely by totally banning all same-equality marriages. 2) Prohibition of same-ethnic 

marriage in Minangkabau when analyzed with the methodology of Islamic law (ushūl fiqh) it will 

be seen that this prohibition is only something that must be abandoned because it is considered not 

good in the eyes of society. Prohibition of same-sex marriage in Islamic law is a category of 

makruh. The prohibition of same-ethnic marriage in Minangkabau can be analyzed with the theory 

of maqāshid syarī'ah with the conclusion that the prohibition of same-ethnic marriage is in line 

with maqaāhid syarī'ah in level taḥsīniyyah.  

Keywords: Banned Marriage, Minangkabau, Islamic Family Law 

 

Abstrak 

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang religius. Hal ini terlihat pada 

semboyan hidup mereka yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah. Namun dalam 

praktek kehidupan bermasayarakatnya terutama dalam hukum perkawinan, ada beberapa bentuk 

perkawinan yang terjadi di Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh 

syariat Islam yang dikenal dengan istilah Kawin Pantang. Penulis tertarik untuk menganalisis 

ulang bentuk dan praktek kawin pantang di Minangkabau dengan kacamata Hukum Keluarga 

Islam sebab fenomena ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Permasalahan 

yang penulis bahas dalam tesis ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

pertama, Bagaimana praktek kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Kedua, Bagaimana 

tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Beintuk 

peineilitian ini adalah peineilitian kualitatif yaitu peineilitian yang beirsifat deiskriptif dan ceindeirung 

meinggunakan analisis. Seidangkan jeinis peineilitiannya adalah peineilitian hukum eimpiris (non 

doktrinal). Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Seiiring deingan beirjalannya waktu, peimaknaan 

kawin pantang pada masyarakat Minangkabau modeirein seimakin longgar. Hal ini deingan 

diboleihkannya pada seibagian suku peirkawinan seisuku deingan beida niniak mamak, walapun ada 
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seibagian suku yang masih seimpit meimaknainya, yaitu deingan meilarang total seimua peirnikahan 

seisuku. 2) Larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau jika di analisa deingan meitodologi hukum 

Islam (ushūl fiqih) akan te irlihat bahwa larangan teirseibut hanya beirsifat seisuatu yang meisti 

ditinggalkan kareina hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Larangan nikah 

seisuku dalam tinjauan hukum Islam teirkateigori keipada makruh. Larangan peirnikahan seisuku di 

Minangkabau bisa dianalisa deingan teiori maqāshid syarī’ah de ingan keisimpulan bahwa larangan 

peirnikahan seisuku seiirama deingan maqaāhid syarī’ah pada le iveil taḥsīniyyah 

Kata Kunci: Kawin Pantang, Minangkabau, Hukum Keluarga Islam. 

 

PENDAHULUAN  

Minangkabau merupakan sebuah etnis yang menjadi bagian dari pembentuk masyarakat 

Indonesia. Memiliki basis kependudukan di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau juga 

berdomisili di berbagai wilayah yang ada di sekitarnya, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera 

Utara dan bahkan sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Etnis Minangkabau cukup terkenal di 

Indonesia sebab kiprah mereka sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terutama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemerdekaannya.  

Masyarakat Minangkabau termasuk etnis yang unik, sebab di Minangkabau garis keturunan 

diwariskan dari ibu bukan ayah. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari 

suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat 

yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, 

walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang 

merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia . 

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang religius terlihat dari falsafah kehidupan 

yang dianut oleh masyarakat Minangkabau bahwa agama dan adat adalah dua hal yang bertalian 

yang tidak bisa dipisahkan.  Adat dan agama di Minangkabau dikenal dengan istilah sanda 

manyanda yaitu saling bertumpu antara satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dalam semboyan 

hidup masyarakat Minangkabau yaitu adaik basandi syarak syarak basandi Kitabullah, syarak 

mangato adiak mamakai. Maksudnya adalah, masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan 

kultur dan budayanya melahirkan nilai-nilai adat istiadat dari nilai-nilai syarak yaitu agama. 

Sedangkan agama, melahirkan nilai-nilainya dari Kitabullah yaitu Al-Qur`an. Jika al-Qur’an 

menjelaskan sebuah ketentuan, maka adat mesti berkesesuaian dan menjalankannya .  

Oleh sebab itu, meskipun tidak ada ungkapan yang terang akan tetapi sudah menjadi 

kesepakatan bagi masyarakat Minangkabau. Bahwa orang Minangkabau mesti beragama Islam. 

Jika tidak, maka ia tidak akan diakui sebagai orang Minangkabau. Sehingga ia akan terbuang 

sepanjang adat meskipun tetap tinggal di wilayah alam Minangkabau. Terbuang sepanjang adat 

berarti ia tidak lagi diajak untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaannya 

tidak lagi menjadi perhatian di tengah masyarakat.  

Dalam aturan perkawinan, pada prinsipnya masyarakat Minangkabau menerapkan hukum 

perkawinan yang mengacu kepada hukum perkawinan yang dijelaskan dalam Islam pada fiqhu al-

munākaḥāt. Namun, dalam tataran prakteknya ada beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di 

Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Hal ini 

dipengaruhi oleh adat atau budaya yang telah mengakar di masyarakat Minangkabau yang diterima 

dari pada pendahulu-pendahulunya.  

Di antara bentuk perkawinan tersebut adalah kawin pantang. Kawin pantang adalah 

perkawinan yang tidak boleh terjadi di tengah masyarakat Minangkabau secara adat meskipun 

pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika hal itu tetap terjadi, maka 

perkawinan tersebut dibatalkan atau dibiarkan akan tetapi mereka mendapatkan sangsi secara adat. 

Bentuk sanksi tersebut adalah dibuang sepanjang adat artinya tidak boleh tinggal di kampung atau 

jika tetap tinggal di kampung mereka tidak akan dilibatkan dalam kegiatan komunal masyarakat. 

Penyebutan lain bagi kawin pantang dalam masyarakat Minangkabau adalah kawin sesuku. 
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Minangkabau adalah suku besar, namun di dalamnya terdapat suku-suku kecil yang menjadi 

komponen pembentuknya, seperti Suku Piliang, Chaniago, Sikumbang, Jambak, Kampai, Melayu 

dan lain sebagainya. Dalam ketentuan adat Minangkabau, bahwa laki-laki dan perempuan yang 

berasal dari satu suku tidak boleh dikawinkan meskipun secara agama mereka tidak terhalang 

untuk dikawinkan. Jika perkawinan ini terjadi maka mereka akan disangsi secara adat. Sebab 

perkawinan seperti ini dianggap tabu yang dapat mendatangkan malu bagi keluarga. Oleh sebab 

itu, pada masa peminangan di antara hal yang harus dipastikan dari laki-laki dan perempuan yang 

akan menikah adalah suku mereka. Jika mereka satu suku maka pernikahannya dicegah namun 

kalau tidak maka bisa dilanjutkan.  

Dengan demikian, meskipun orang Minangkabau tidak boleh menikah sesama suku kecil, 

akan tetapi mereka harus menikah dengan sesama orang Minangkabau dari suku yang berbeda 

Setelah memperhatikan bentuk kawin pantang di atas, maka dapat dipahami bahwa yang 

demikian bertentang dengan Islam. Sebab, dalam Islam selama pernikahan itu berlansung dengan 

sesama orang yang menganut agama Islam dan tidak adanya ikatan kekerabatan maka 

pernikahannya sah, walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, ras yang berbeda dan bangsa 

yang berbeda. Sebab dalam Islam orang Mukmin bersaudara. Sehingga dari hal ini tampak 

ketimpangan dalam pengamalan antara adat Minangkabau dengan aturan yang telah diajarkan 

dalam Islam.  

 Berdasarkan kepada permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, dapat dipahami bahwa 

kawin pantang merupakan salah satu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau 

yang perlu untuk diteliti menurut Hukum Islam. Sebab praktek ini sudah membudaya dan termasuk 

kearifan lokal yang menyatu dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Maka untuk 

mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kawin pantang tersebut, maka peneliti 

mengajukan penelitian dengan judul “Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Persfektif 

Hukum Keluarga Islam.” 

 

LITERATUR REVIEW 

Sebagai sebuah penelitian maka perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini. Agar dinamika peneliatian terkait dengan tema ini dapat terlihat 

dengan baik . Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan beberapa bentuk penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:  

Pertama, penelitian yang ditulis Mela Rahmawati dengan judul penelitian Sanksi Adat 

Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam 

. Penelitian ini dalam bentuk Tesis pada Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Pada 

penelitian ini lebih menitik beratkan kepada analisis hukum adat terhadap kawin sesuku. 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada analisis hukum Islam pada Kawin Pantang  atau 

kawin sesuku yang mana penulis menganalisis kawin pantang berdasarkan Hukum Keluarga 

Islam. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vidya Nurchaliza dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau . Penelitian yang dilakukan 

oleh Alumni Fakultas Hukum Univeristas Indonesia ini diterbitkan dalam bentuk Artikel Ilmiah 

ini bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin sasuku di 

masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Hukum Islam. Pada 

penenilitian ini penulis melihat bahwa yang dikaji hanya satu sisi dari kawin pantang yaitu 

larangan kawin sesuku. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, penulis menganalisa fenomena 

kekinian tekait dengan kawin pantang yang masih terjadi di tengah masyarakat dan 

menganalisanya berdasarkan kepada Hukum Keluarga Islam.  

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Huzaini dengan judul Hukum Adat Perkawinan 

Marga di Lampung Timur dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian dalam bentuk Disertasi 

ini mengkaji tentang bagaimana Maqashid Syariah yang merupakan nilai-nilai yang dikandung 
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dari pensyariatan hukum Islam memandang perkawinan yang dilangsungkan dengan hukum adat 

di Lampung Timur . Penelitian ini memiliki segi kemiripan dengan penilitian yang penulis 

lakukan, yaitu sama sama mengkaji hukum perkawinan yang lahir dari nilai-nilai adat dalam kajian 

Hukum Islam. Akan tetapi perbedaan pada penilitian ini adalah, peniliti sekarang lebih fokus ke 

larangan terhadap praktek kawin pantang di masyarakat Minangkabau yang memiliki karakteristik 

tersendiri karena kekerabatan pada masyarakat Minangkabau adalah Matrilineal.  

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Asmaniar dengan judul Perkawinan Adat 

Minangkabau. Penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah pada jurnal Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Krisnadwipayana ini mengkaji tentang bagaimana praktek perkawinan yang lahir 

berdasarkan adat di Minangkabau . Satu sisi penelitian ini memiliki kemiripan dari segi sama-sama 

mengkaji praktek perkawinan yang berlaku di Minangkabau. Akan tetapi yang membedakan 

penelitian ini adalah pada praktek kawin adat Minangkabau, yaitu adanya larangan kawin pantang. 

Peneliti memfokuskan kajian pada kawin pantang yang masih melekat pada tradisi masyarakat 

Minangkabau dan bagaimana praktenya secara kekinian.  

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ria Febria dkk dengan judul Kajian Hukum 

Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau . Penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah 

pada Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Semarang ini mengkaji tentang praktek perkawinan 

adat sesuku di Masyarakat Minangkabau serta sanksi-sanksi yang diterima bagi pelaku. Kajian 

memiliki kemiripan dengan kajian peneliti dari segi sama-sama mengkaji bagian dari kawin 

pantang di Masyarakat Minangkabau. Adapun perbedaannya adalah pada aspek analisis Hukum 

Keluarga Islam yang mana peneliti menggunakan pisau analisinya adalah Hukum Keluarga Islam.  

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dengan judul Penerapan Sanksi Adat 

Kawin Sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman. Penelitian dalam bentuk Artikel 

Ilmiah pada jurnal yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah, Vol. XI Jilid 1 No.74 

Januari 2017 ini meneliti tentang sanksi adat bagi salah satu bentuk kawin pantang di Masyarakat 

Minangkabau, yaitu kawin sasuku dengan lokasi penelitian yaitu Nagari Muaro Sungai Lolo 

Kabupaten Pasaman . Penelitian ini hanya meneliti salah satu sub bagian dari kajian peneliti, yaitu 

sanksi adat bagi salah satu bentuk kawin pantang. Perbedaannya adalah pada aspek kajian Hukum 

keluarga dimana penelitian ini tidak memasukan aspek hukum Islam dalam menganalisis sanksi 

adat yang diterima oleh pelaku kawin pantang.   

 

KONSEP DASAR 

1. Konsep Pernikahan dalam Islam 

Nikah dalam kamus Lisān al-‘Arab berakar dari kata   نكحا  –ينكح    -نكح  diartikan sama dengan 

 maka nikahkanlah atau kawinkanlah) وانكحوا الأيمى منكم   : Dalam al-Qur’an Allah berfirman 1. تزوج

anak yatim yang kalian asuh), maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج   

(perkawinan)2. 

 
لا ينكحها  aiyait ini ditai’wil dengain لايتزوج الزاني الا  Sebaigaiimainai firmain Aillaih SWT الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية   1

aikain menikaihi/mengaiwini kecuaili penzina زا نية وكذالك الزنية لايتزوجها الا زان baihwai penzinaih laiki-laiki tidaik)الا زان او مشرك   i 

perempuain begitu  pulai sebailiknyai penzinai perempuain tidaik aikain dinikaihkain/ dikaiwinkain kecuaili penzinai laiki-laiki. 

Meskipun aidai golongain yaing berpendaipait baihwai maiknai النكاحdailaim aiyait tersebut diairtikain sebaigaii ( الوطء 
persetubuhain), maikai menurut pendaipait ini aiyait aiyait tersebut diaitais dirtikain “baihwai laiki-laiki penzinai tidaik aikain 

menyetubuhi kecuaili perempua in penzinai pulai...” Seda ingkain maiknai tersebut jaiuh Dāri maiknai yaing diinginkain oleh 

ail-Qur’ain. Ibnu Ma inzur, Lisain a il- Airaib, Juz XIV (Kaiiro: Maikaitaibaih ail- Taiufīq, Tt.), h. 307. 
2 Ibid. 
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Kamus kontemporer Arab-Indonesia menjelaskan bahwa kata وطء sama dengan نكاح artinya 

setubuh,   زواج sama dengan   نكاح yang artinya pernikahan, kawin. 3 Kamus bahasa Indonesia 

mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. 

Sedangkan kata kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan 

juga melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh4. 

Di kalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi 

Sahl dalam kitabnya Al-mabsūth li Sarakhsiy mengatakan bahwa Nikāḥ secara bahasa adalah 

‘ibārātu ‘anil wath (ibarat hubungan seksual)5. Hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn 

Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya Baḥru rā’iq bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya 

adalah al-wath. Sedang makna majāzi-nya adalah al-dhammu (berkumpul)6. Sedang menurut 

Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya Al-Ikhtiyār li ta’lī al-Mukhtār 

mengartikan nikah secara bahasa al-ḍammu dan al-Jam’u (penggabungan dan pengumpulan)7. 

Sedangkan di kalangan madzab Maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam 

kitabnya Syaraḥ Risālah Al-Qirwani mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah أما النكاح  )  
(لغة فهو حقيقة في الوطء  . Adapun Nikah secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami 

istri8. 

Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qarāfi dalam kitabnya Al-Dzakhīrah 

mengartikan nikah secara bahasa dengan   التداخل yang berarti memasukan9. Para ulama madzab 

syāfi’iy mengartikan nikah secara bahasa dengan   والجمع  yang berarti penggabungan dan الضم 

pengumpulan). Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati di dalam kitab 

I’ānah al-Thālibin, menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah:الضم والجمع.  Hal senada juga 

disampaikan oleh Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtāj mengartikan 

nikah secara bahasa الضم والجمع  penggabungan dan pengumpulan)10. 

Sedangkan Zakariyah al-Anshāri mengartikan nikah secara bahasa dalam kitab Fatḥu al-

Wahab bi Syarh al-Minhaju Thulāb dengan   والوطء  penggabungan dan  hubungan suami الضم 

istri)11. Para ulama Madzab Hambali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan 

oleh Abu Ishaq dalam kitabnya Al-Mubda’ fi Syarḥi al-Munqona’ mengartikan nikah secara 

bahawa adalah الوطء   hubungan suami istri12. Hal senada disampail oleh Ibn Qoshim al-Hanbali 

dalam kitabnya Hāsyiyah Raudhil muraba’ mengartikan nikah secara bahawa adalah  الوطء 

(hubungan suami istri)13. Sedangkan Ibn Shalohuddin al-Hanbali dalam kitabnya Kasyaf al-Qona’ 

mengartikan nikah secara bahasa  الضم (penggabungan)14.  

 
3 Aitaibik Aili dkk, Kaimus Kontenporer A iraib Indonesia i (Yogyaikairtai: Multi Kairyai Graifikai, Tt.), Cet. IX, h. 1943. 
4  Depairtemen Pendidikain Naisionail, Kaimus Besa ir Baihaisai Indonesia i Pusait Baiha isai, Edisi IV (Ja ikairtai: 

Graimediai, 2013), Cet. VII, h. 962.639. 
5 Muhaimaid ibn Aihmaid Aibi Saihl, Ail-maibsuth Li Sa iraikhsi, Juz IV (Baiirut: Dārrul Ma i’rifaih, 1414 H/1993 M), 

h. 192. 
6 Zaiinuddin Ibn Ibraihim Ibn Muhaimmaid, Baihrurai’iq, Juz III, (Baiirut: Dār al-Kutub ail-Islāimiy, Tt.), h 82. 
7 Aibdullaih Ibn Maih mud Ibn Maiudud ail-Hainaifi, A il-ikhtiyaār Li Tai’liī Mukhtāir, Juz III, (Caiiro: Kutub ail-

‘Ilmiyaih, 1356 H / 1937 M), h. 81. 
8 Shaileh Ibn Ail-Saimi, Syairaih Risāilaih Ail-Qirwaini, Juz I, (Beiirut: Maiktaibaih Naishir, Tt.), h. 436. 
9 Syihaibuddin Aihmaid Ibn Idris ail-Qairāfi, Ail-Dzaikhīraih, Juz IV, (Beiirut: Dār ail-Ghairbi, Tt.), h. 188. 
10 Muhaimmaid Khaithib ail-Syairbini, Mughni Mughtaij, Juz III, (Baiirut: Dārul fikr, Tt.), h. 123. 
11 Zaikairiyaih ail-Ainshori, Faitḥu Al-waihaib bi syairḥi Al-Minhaiju Al-Thulāib, Juz II, (Baiirut: Dār ail-Fikr, 1994), 

h. 38. 
12 Aibu Ishaiq, Ail-Mubdai’ fi Syairḥi ail-Munqonai’, Juz VI, (Baiirut: Dār ail-Kutub ‘Aililmiyaih, 1997), h. 81. 
13 Ibn Qāshim a il-Hainbaili, Hāisyiyaih Raiudhi Al-Murabibai’, Juz VI, (Baiirut: Dār ail-Kutub Ail-ilmiyaih, Tt.), h. 

223. 
14 Ibn Shailohuddin ail-Hainbaili, Kaisyaifulqona i, Juz V, (Baiirut: Dār ail-Kutub Ail-‘Ilmiya ih, Tt.), h. 5. 
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Dari pemaparan tentang pengertian nikah secara leksikal atau bahasa, maka dapat dikatakan 

bahwa dari beberapa ulama baik di kalangan Madzab Hanafi, madzab Maliki, Mazhab Syafi’i dan 

madzab Hanbali serta penulis kitab Fikih empat mazdab mengartikan secara bahasa dengan empat 

arti yaitu الجمع والتداخل والضم والوطء dari empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke 

tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 

sehingga menjadi halal disatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan sex yang selum 

melakukan nikah diharamkan. Namun ada sebagian ulama Hanafi yang mengartikan nikah secara 

bahasa adalah: 

 15مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا
Artinya: percampuran antara wathi dan akad pencampuran secara lafdiyah”. 

Kemudian nikāh secara istilah (syara’) dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan 

oleh beberapa ulama dari berbagai Madzab Fikih seperti yang sampaikan oleh ulama Madzab 

Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya Al-Ikhtiyār li ta’līl 

Mukhtār mengartikan nikah secara istilah (syara’): 

النكاح في الشرع عبارة عن ضم و جمع مخصوص وهو الوطء: لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان، وينضم كل  
واحد الى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد. وقد يستعمل في العقد مجازا، لما أنه ينول الى الضمّ، وإنما هو  

 16حقيقة في الوطء.
Artonya: nikah menurut syara’ adalah sebuah ungkapan untuk penggabunngan 

dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam 

keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada 

shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akad 

sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan 

ia hakekatnya adalah hubungan sex. 

Jamaluddin al-Rūmi dalam Kitabnya al-‘Ināyah Syaraḥ al-Hidāyah mengartikan nikah 

secara istilah: 

 17النكاح وفي الاصطلاح عقد وُضع لتمليك منافع البضع. 
Artinya: nikah menurut istilah adalah akad yang digunakan untuk memiliki manfaat manfaat 

yang dinginkan. 

Muhamad Ibn Faramizi dalam kitabnya Dār al-Hukām Syaraḥ Gharru Al Aḥkām 

mengartikan nikah secara istilah: 

 18عقد موضوع لملك المتعة.
Artinya: akad yang diperuntukan untuk memiliki kenikmatan.” 

Ibn Abidin al-Dimsaqī al-Hanafy dalam kitabnya Dār al-Mukhtar fi Dār al-Mukhtār 

mengartikan nikah secara istilah ahli Fikih adalah: 

 
15 Muhaimaid Ibn Fairaimizi Ibn Aili ail-Syaihiri, Dār ail-Hukaām Syaira ih Ghairru A il-Aiḥkāām, Juz I, (Baiirut: Dār Iḥyā ì 

ail-Kutubi ail-‘Airaibiy, Tt.), h. 325. 
16 Aibdullaih Ibn Maihmud Ibn Maiudud ail-Hainaifi, Op. cit, Juz. III, h. 81. 
17 Jaimailuddin ail-Ruumi, Ail-inaiyaih syairaih ail-Hidaiyaih, Juz III, (Beiirut: Dār Ail-Fikr, Tt.), h. 187. 
18 Muhaimaid Ibn Fairaimizi Ibn Aili ail-Syaihiri, Op. cit, Juz. I, h. 326. 
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النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع  
 19شرعي. 

Artinya: nikah menurut para fuqaha adalah akad yang berfaida untuk memiliki kenikmatan 

yakni halal bersenang senang laki-laki dengan perempuan ia tidak dilarang dengan sebab 

nikahinya yang sebelumnya syarah melarangnya. 

Sedangkan menurut ulama Syāfi’iyah menjelaskan nikah secara istilah 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya 
al-Mahalli: 

 20  وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج.

Artinya: Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i 

(hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. 

 Hal senada juga disampaikan oleh Zakariyah al-Anshariy dalam kitabnya Fatḥ al-Wahab: 

 21وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه. 
Artinya: menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i (hubungan 

seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau yang selainya. 

 22.وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة
Artinya: Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i (hubungan 

seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau 

terjemahannya. 

Menurut para ulama Madzab Hanbali mengartikan nikah secara bahasa, 

seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughny: 

 23النكاح في الشرع هو عقد التزويج 
Artinya: nikah di dalam syara’ adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij. 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Ishaq dalam kitabnya al-Mubda’: 

 24النكاح في الشرع هو عقد التزويج 
Artinya: nikah di dalam syara’ adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Abu al-Farh dalam kitabnya Syarḥ al-Kabir ala Matan al-

Munqona’ mengartikan nikah sama seperti yang disampaikan oleh dua ulama madzab Hanbali 

tersebut di atas yaitu: 

 25النكاح في الشرع هو عقد التزويج 
Artinya: nikah di dalam syara’ adalah akad dengan menggunakan lafadz tazwij. 

 
19 Ibn Aibidin ail-Dimsaiqii ail-Hainaifiy, Dār ail-Mukhtār fi Dār Ail-Mukhtāir, Juz III, (Ba iirut: Dār ail-Fikr, 1992), 

h. 3. Lih juga Aibdul Ghainiy ail-Dimsaiqiy ail-Hainaify, Ail-lubāib fi Syairḥi al-Kitāib, Juz III, (Beiirut: Dār ail-Maiktaibaih ail-

‘Ilmiyaih, Tt.), h. 3. 
20 Jailailuddin ail-Maihailli, Minhāij ail-Thulāib, Juz III, (Ba iirut: Dār ail-Fikr, 1998), h. 207. 
21 Zaikairiyaih ail-Ainshori, Faitḥ ail-Waihaib Bi Syairḥi Minha ij ail-Thulaib, Op. Cit. 
22 Muhaimmaid Khaithib ail-Syairbini, Mughni ail-Muhtā ij, Juz III, (Baiirut: Dār ail-Fikr, Tt.), h.123 
23 Ibn Qudaimaih, ail-Mughni, Juz VII, (Baiirut: Dār ail-Fikr, 1405 H), h.333. 
24 Ibn Ishaiq, ail-Mubdai’, Juz VI, (Baiirut: Dār ail-Fikr, Tt.), h. 81. 
25 Aibu ail-Fairh, Syairḥ ail-Kaibīr ‘ailai MaiAAtn ail-Munqonai’, Juz VII, (Baiirut: Dār ail-Fikr, Tt.), h. 333. 



Yona Ronanda, Munadi, Usamah 

 

 
161 

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593 Vol. 8, No. 2, Desember 2023 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara’) 

yang dikemukakan oleh para ulama Madzab Hanafi, Madzab Maliki, Madzab Syafi’i, dan Madzab 

Hanbaliy bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad inkāḥ atau tazwīj, atau 

terjemahannya setalah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuni, kemudian setelah akad 

selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan 

perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-

dorongan yang bersifat biologis. 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. 

Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah: 

a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, firman Allah SWT,  

ةًۗ  يَّ ِّ
ذُر  زْوَاجًا وَّ

َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
كَ وَجَعَل نْ قَبْلِّ ا م ِّ

ً
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
 …وَل

Artinya: dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami 

memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS. Al-Ra’d: 38) 

b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. firman Allah SWT, 

لِكَ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ   نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْْةًَ ۚ إِنَّ في ذََٰ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
 لََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm: 21) 

c. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari Anas bin Malik RA., ia menuturkan: 

جاء ثلاث رهط الى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه 
وسلّم فاما أخبروا كأنهم تقالوا ها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلّم قد غفر له ما تقدم  

أصوم الدهر ولا أفطر من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا  
وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليهم فقال أنتم  
الذين قلتم كذا وكذا أما ة الله إني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد و أتزوج  

 26النساء فمن رغب عن سنتي فليس منّي. 
Artinya: ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. untuk bertanya tentang 

ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan 

merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi SAW., 

padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah 

seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua 

mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang 

ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” 

Kemudian Rasulullah SAW. datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan 

demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih 

 
26  Imaim Bukhairi, Shaihih Bukhairi, Baib ail-Tairgību fi ail-Nikāihi, Juz XV, h. 493, (CD. Room: Ma iktaibaih 

Syaimilaih). 
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bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi 

wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. 

(HR. Bukhari) 

d. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan 

separuh agamanya. 

من   : قال  سلم  و  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن   : عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس   عن 
 27رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطرالباقي. 

Artinya: barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt.Telah 

menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. 

e. Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar RA: 

وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يَ رسول الله أيَتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجرٌ قال أريتم لو وضعها 
 28في حرام أكان عليه فيها وزر فكذالك إذا وضعها في الحلال كان له اجرٌ.

Artinya: Dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” 
Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan 

syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian 

seandainya  dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia 

mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, 

maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim) 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Kawin Pantang Pada Adat Minangkabau 

a. Konsep Kawin Pantang Secara Adat di Minangkabau 

Se icara harfiah kata pantang dalam bahasa Minang be irarti teirlarang atau tidak bole ih 

dilakukan ataupun tidak bole ih dilaksanakan. Jika kata ini dibawakan ke i ranah adat maka pantang 

be irarti seisuatu yang teirlarang atau tidak bole ih dilakukan dan dilaksanakan se icara adat. Jika hal ini 

teitap dilakukan maka yang de imikian dianggap me ilawan atau beirteintangan deingan norma-norma 

adat yang yang tumbuh dan be irkeimbang di teingah masyarakat.  

Me irujuk pada makna di atas, maka kawin pantang dalam adat Minangkabau dapat dipahami 

de ingan peirkawinan yang teirlarang seicara adat. Atau peirkawinan yang tidak bole ih dilakukan atau 

dilangsungkan beirdasarkan keipada nilai-nilai yang diseipakati dalam adat. Jika pe irkawinan ini 

teitap dilangsungkan atau dilaksanakan maka pe ilakunya akan meindapatkan sanksi seicara adat dan 

pe irbuatan meire ika dianggap meindatangkan malu bagi ke idua ke iluarga. Adapun be intuk kawin 

pantang dalam adat Minangkabau adalah nikah se isuku. 

Be irdasarkan keipada wawancara deingan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. (Datuak 

Leilo Anso) yang dimaksud de ingan nikah se isuku se icara umum adalah pe irnikahan orang seitali 

darah meinurut steitse il matrilineial, seikaum dan juga seisuku meiskipun tidak ada hubungan 

ke ikeirabatan dan tidak seikampung halaman. Pe irkawinan seipe irti ini meinjadi teirlarang kareina dapat 

meirusak siste im adat yang beirlaku di teingah masyarakat29.  

 
27 Imaim Haikim, Musta idra ik Haikim, Baib Kitāb ail-Nikāh, Juz II, (CD. Room, Ma iktaibaih Syaimilaih), h 175. 
28 Imaim Muslim, Shaihih Muslim, Baib Baiyaia inu ainnai Ismu ais-Shaidaiqaih Yaiqaiu ‘Aila i Kulli Naiu’, Juz V, (CD. 

Room, Maiktaibaih Syaimilaih), h. 177. 
29 Waiwaincairai yaing dilaikukain dengain Baipaik Aikbairu Wustho A irhaim, SHI, MH. (Daituaik Lelo Ainso) paidai 

tainggail 15 Mei 2023, Daituaik Suku Cainiaigo Caipuaik, Sungaii Tailaing Aimpek Koto Paiyuaing Saikaiki, daieraih Luaik Limo 

Puluaih. 
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Se idangkan meinurut H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo bahwa kawin pantang yang 

meirupakan nikah seisuku adalah peirkawinan yang dilakukan ole ih pasangan dalam suku-suku ke icil 

yang sama pada masyarakat Minangkabau. Se ipe irti, orang suku Sikumbang de ingan suku 

Sikumbang, orang Koto Piliang de ingan orang Koto Piliang, orang Caniago de ingan orang Caniago 

dan se iteirusnya. Namun, jika yang dimaksud de ingan nikah seisuku dalam keirangka suku be isar 

Minangkabau, seipeirti orang Koto Piliang me inikah deingan orang Sikumbang, orang Caniago 

meinikah deingan orang Pisang dan se ite irusnya maka yang deimikian tidaklah te irlarang dan malah 

dijurkan30. Pe injeilasan di atas me inunjukkan bahwa peirnikahan seisuku di Minangkabau adalah 

pe irnikahan yang teirjadi dalam satu suku se icara umum baik seisuku satu pe inghulu maupun se isuku 

be ida peinghulu atau beida nagari. Namun dalam prakte iknya di zaman seikarang teirjadi peirge isaran 

makna peilarangan kawin seisuku ini. 

b. Faktor Penyebab Terlarangnya Kawin Pantang di Minangkabau 

Se ibuah tindakan atau se ibuah peilarangan yang sudah me injadi adat yang be irlaku turun 

teimurun dalam seibuah komunitas sudah pasti dilatari ole ih faktor yang meinye ibabkan ia diakusisi 

oleih se ibuah kaum dan keimudian dinggap se ibagai seibuah nilai yang harus meire ika peigang dan 

ke imudian diwariskan seicara turun teimurun dalam masyarakatnya. Te irmasuk adat Minangkabau 

yang meilarang peirnikahan seisuku. Ia juga meimiliki faktor yang me ilatari keinapa ne ineik moyang 

orang minangkabau teirdahulu meilarang pe irnikahan seisuku ini.  

Kawin pantang ataupun yang dikeinal juga deingan kawin se isuku di Minangkabau meinjadi 

teirlarang diseibabkan oleih be ibe irapa alasan, yaitu:  

1. Orang yang satu suku dianggap masih te irikat tali peirsaudaraan. Deingan de imikian 

pe irkawinan antar seisama suku dianggap se isuatu yang tabu. 

2. Pe irkawinan satu suku meinye ibabkan keiturunan yang cacat yang diakibatkan kare ina 

teirjadinya hubungan suami istri de ingan keirabat yang teirlalu deikat. 

3. Faktor kultur yang turun-teimurun dari jaman dulu sampai se ikarang. Deingan deimikian 

apabila orang tua me ire ika meilarang, maka meire ika meinggap itu seibuah keiharaman atau 

tidak boleih dike irjakan, teirmasuk juga dalam hal pe irkawinan satu suku. 

Hal ini dikuatkan deingan peinjeileisan narasumbe ir kita Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. 

Saidi Dirajo yang me inyatakan bahwa asal muasal pe ilarangan kawin seisuku di Minangkabau 

dikareinakan meireika pada mulanya dahulu be irasal dari satu keiturunan ibu. Dikareinakan di 

Minangkabau meimakai sisteim keike irabatan matrilinial yang me irunut garis keiturunan dari Ibu, jadi 

dikatakan bahwa orang satu suku dahulunya be irasal dari satu ibu.   

c. Konsekuensi Adat Bagi Pelaku Kawin Pantang Pada Adat Minangkabau 

Ke itika seibuah aturan yang sudah turun te imurun dalam seilingkungan adat dilanggar, sudah 

barang teintu meimiliki konseikwe insi yang harus ditanggung ole ih peilakunya. Hal ini sudah jamak 

teirjadi dalam seimua aturan yang diteimukan dalam keihidupan masyarakat, baik aturan te irse ibut 

teirtulis maupun aturan tidak te irtulis. Aturan peilarangan kawin seisuku yang teirmasuk aturan adat 

yang tidak teirtulis di Minangkabau juga me imiliki konse ikwe insi yang harus ditanggung ole ih 

pe ilakunya.   

Be irdasarkan wawancara yang pe inulis lakukan teirhadap salah satu re isponde in, peinulis 

meine imukan bahwa konseikwe insi adat yang diteirima oleih peilaku kawin seisuku ada sifatnya 

konse ikwe insi yang harus meire ika jalani seibe ilum teirjadinya peirnikahan dan ada konse ikwe insi yang 

meire ika teirima seiteilah beirlangsungnya akad pe irnikahan.  

Pertama, adapun konseikwe insi yang harus me ire ika jalani seibe ilum beirlangsungnya akad 

pe irnikahan adalah meireika harus meiminta izin keipada niniak mamak suku meire ika untuk meire istui 

pe irnikahan meire ika. Apabila niniak mamaknya sudah me ingizinkan, maka langkah se ilanjutnya 

adalah niniak mamak harus me imbayar se ijumlah mateiri dalam beintuk e imas keipada Ke irapatan Adat 

 
30 Waiwaincairai yaing dilaikukain dengain Baipaik H. Daisriail Syaimsuair, Lc DT. Saiidi Diraijo paidai tainggail 16 Mei 

2023 
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Nagari (KAN) di teimpat masing-masing. Be isaran dari eimas yang harus dise irahkan ke ipada KAN 

be iragam-ragam teirgantung keipada aturan yang beirlaku di nagari masing-masing. Khusunya suku 

Sikumbang di kanagarian Paninjauan Padangpanjang, be isarannya seikitar 5 (lima) eimas yang harus 

dise irahkan oleih pihak yang meilangsungkan pe irnikahan seisuku.   

Kedua, konse ikwe insi yang sifatnya sosial. Bagi pasangan yang me ilakukan kawin seisuku di 

Minangkabau tidak me indapatkan teimpat yang baik pada mayarakat nagarinya. Be irdasarkan 

ke ipada wawancara yang dilakukan de ingan Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo 

bahwa pasangan yang me ilakukan peirkawinan se isuku, maka ia tidak akan di baok baiyo. Artinya 

adalah keibeiradaannya di teingah masyarakat tidak akan dianggap se ihingga peindapatnya tidak 

dideingar  se icara adat. Dalam istilah adat dise ibutkan duduak ndak samo randah dan tagak ndak 

samo tinggi (duduk tidak sama re indah dan be irdiri tidak sama tinggi). Maksud dari pe ipatah adat 

teirse ibut adalah tidak meimiliki keise itaraan sosial yang sama de ingan masyarakat lainnya, walaupun 

ia meimiliki peindidikan yang tinggi. Se ilain itu, keisalahannya deingan meilakukan kawin se isuku 

akan seilalu diingat oleih ge ineirasi se iteilahnya.  

Be igitujuga yang disampaikan ole ih Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH. (Datuak Le ilo 

Anso) bahwa pasangan yang meilakukan kawin pantang atau kawin se isuku, ia akan teitap dilibatkan 

dalam keigiatan-keigiatan sosial masyarakat. Hanya saja, pe indapatnya tidak akan diminta dan 

usulan tidak akan dide ingar meiskipun ia be irada di teingah masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam 

pe ipatah adat: tagaknyo indak samo tinggi, duduaknyo indak samo randah. Artinya adalah tidak 

ada keise itaraan sosial seicara adat bagi pasangan yang me ilakukan nikah se isuku se ihingga pe indapat 

ataupun usulannya tidak dide ingar oleih masyarakat banyak. Seilain dari tidak me indapatkan teimpat 

di teingah masyarakat, bahkan ada se ibagian masyarakat yang be irani meincaci dan meinceila meireika 

yang kawin seisuku ini.  

Ketiga, konseikwe insi psikologis dan me intal. Beirdasarkan informasi yang pe inulis dapatkan 

dari Bapak H. Dasrial Syamsuar, Lc DT. Saidi Dirajo bahwa orang yang me inikah se isuku akan 

meirasakan teikanan psikologis keitika beirada di teingah masyarakat. Seicara spikolgis, auranya ndak 

tagak (tidak beirdiri) dalam artian ia te irlihat tidak beirnilai dan tidak meimiliki seimangat hidup. 

Teikanan yang ia rasakan ini me imbuatnya tidak mau beirgaul deingan masyarakat nagarinya se icara 

umum. Pada akhirnya ia akan beirgaul deingan orang-orang yang sama-sama tidak pe iduli deingan 

adat. Seilain itu orang-orang kayak gini akan banyak me inghabiskan waktunya deingan meincari 

pe ilarian, beirupa hobi-hobi yang bisa meingalihkan peirhatiannya, seipe irti beirburu.  

Keempat,  beirdasarkan peinjeilasan Bapak Akbaru Wustho Arham,SHI,MH Datuak Le ilo 

Anso, konse ikwe insi lain yang dite imukan di salah satu suku adalah orang yang me ilakukan kawin 

se isuku akan diusir dari kampungnya.  

Kelima, konseikwe insi lain yang diteimukan di suku Caniago Capuak Napa, dae irah Luak Limo 

Puluah adalah deinda yang harus dibayar be irupa jawi putiah (sapi putih) yang dibayarkan kei niniak 

mamak yang beirada di kampung. Peimbayaran ini dilakukan se iteilah adanya keise ipakatan yang 

teirjadi di pihak niniak mamak. 

d. Praktek Larangan Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Di Zaman Sekarang 

Pada masyarakat Minangkabau mode ire in prakteik kawin pantang atau kawin seisuku yang 

diprakteikkan oleih masyarakat Minangkabau dahulu tidak sama lagi deingan prakteik yang beirlaku 

pada masa seikarang. Hal ini dipe ingaruhi oleih pe irke imbangan masyarakat dan budaya 

Minangkabau itu se indiri. Seihingga hal ini me inuntut teirjadinya peirubahan pada aturan larangan 

kawin se isuku.  

Leibih lanjut, pada masyararakat Minangkabau mode ire in jamak diteimui peirkawinan se isuku. 

Hal itu teilah dianggap leigal seicara adat. Boleihnya nikah teirse ibut deingan syarat pasangan yang 

meinikah tidak dari payung panji atau ke ipe imimpinan suku yang sama me iskipun dari suku yang 

sama. Dan juga tidak dari dae irah yang sama meiskipun dari suku yang sama. Se ipe irti, meimpeilai 

laki-laki dari suku Sikumbang Basa nan Gapuang dari dae irah Bukittingi deingan meimpe ilai 
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pe ireimpuan dari suku Sikumbang Basa nan Solok dari Padang Panjang. Maka hal ini bole ih dan 

dianggap tidak beirteintangan deingan adat yang baru. 

Namun, jika peirnikahan yang dilangsungkan antara me impeilai laki-laki dari suku Sikumbang 

Basa nan Gapuang dari daeirah Bukittingi de ingan meimpe ilai peire impuan dari Sikumbang Basa nan 

Gapuang dari daeirah Bukittingi, maka hal ini te itap teirlarang seicara adat seihingga peirnikahan 

dalam beintuk ini dinamakan de ingan kawin pantang pada masyarakat Minangkabau mode ire in.  

Be irbeida deingan peinje ilasan Bapak Akbaru Wustho Arham, SHI, MH Datuak Le ilo Anso yang 

meimbe irikan solusi yang leibih modeirat lagi dalam meinghindari kawin sasuku dalam satu kampung 

yang konseikwe insinya be irat. Solusinya adalah dibe intuk peicahan keisukuan dalam satu kampung 

de ingan beirbeida niniak mamak. De ingan pe imikiran yang leibih modeirat ini, maka yang dimaksud 

kawin seisuku adalah kawin antara wanita dan pria dari satu suku dan satu niniak mamak. Adapun 

kawin seisuku de ingan beida niniak mamak, dalam suku Caniago Capuak Napa dae irah Luak Limo 

Puluah diboleihkan. Untuk le ibih meimudahkan pe imahamannya, maka bisa diilustrasikan dalam 

be intuk ranji beirikut: 

 

Gambar 1 Ilustrasi Pembagian Suku dengan Berbeda Datuak 

 
Ke iteirangan: peirnikahan antara caniago kuning dan caniago biru atau caniago hitam 

tidaklah dianggap seibagai nikah seisuku.  

Ada suku yang le ibih modeirat meimahami nikah se isuku de ingan meimpeirse impit maknanya. 

Ada juga suku yang teirlalu keitat meimaknai nikah seisuku ini. Ia adalah suku Sikumbang dae irah 

Paninjauan Padangpanjang yang me inye ibutkan bahwa nikah seisuku se ilain peirnikahan se isuku satu 

pe inghulu, teirmasuk juga nikah seisuku walaupun peinghulunya beirbe ida. 

2. Analisis Fenomena Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif 

Hukum Islam  

Ke iteintuan meinge inai larangan peirkawinan de ingan keirabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam 

firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 23-24 :  

تُ حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمۡ   تُكُمۡ وَبَ نَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَ نَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأمَُّهََٰ لََٰ تُكُمۡ وَخََٰ تُكُمۡ وَعَمََّٰ تُكُمۡ وَبَ نَاتُكُمۡ وَأَخَوََٰ كُمُ  أمَُّهََٰ
حُجُوركُِم  ٱلََّٰتِي في  وَربَََٰئٓبُِكُمُ  نِسَائِٓكُمۡ  تُ  وَأمَُّهََٰ عَةِ  ٱلرَّضََٰ نَ  مِّ تُكُم  وَأَخَوََٰ أرَۡضَعۡنَكُمۡ  تِيٓ 

ٱلََّٰتِي    ٱلََّٰ نِّسَائِٓكُمُ  مِّن 
نَائِٓكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ  ئِٓلُ أبَ ۡ مَعُواْ دَخَلۡتُم بِِِنَّ فإَِن لمَّۡ تَكُونوُاْ دَخَلۡتُم بِِِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلََٰ بِكُمۡ وَأنَ تََۡ  أَصۡلََٰ

 إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ غَفُ 
 ورا رَّحِيما.بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلاَّ مَا قَدۡ سَلَفََۗ

تَ غُواْ  وَٱلۡمُحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِٓ إِلاَّ مَا مَلَكَتۡ أيَۡمََٰنُكُمۡۖۡ كِتََٰبَ ٱللََِّّ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَءَٓ  لِكُمۡ أَن تَ ب ۡ  ذََٰ
فِحِيَنۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَ عۡتُم بهِِۦ   صِنِيَن غَيۡرَ مُسََٰ ۡ لِكُم مُّح هُنَّ فَ بِِمَۡوََٰ اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فرَيِضَةۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ   َ مِن ۡ

 إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيما 
تُم بهِِۦ مِنۢ بَ عۡدِ ٱلۡفَريِضَةِۚ  فِيمَا تَ رََٰضَي ۡ

Caniago

Caniago Kuning

(Datuak A)

Caniago Biru

(Datuak B)

Caniago Hitam

(Datuak C)
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Artinya: diharamkan atas kamu (me ingawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang peire impuan; 

saudara-saudaramu yang peire impuan, saudara-saudara bapakmu yang pe ireimpuan; saudara-

saudara ibumu yang pe ireimpuan; anak-anak peire impuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki; anak-anak peire impuan dari saudara-saudaramu yang peire impuan; ibu-ibumu yang 

meinyusui kamu; saudara pe ire impuan seipe irsusuan; ibu-ibu isteirimu (meirtua); anak-anak 

isteirimu yang dalam pe ime iliharaanmu dari iste iri yang teilah kamu campuri, teitapi jika kamu 

be ilum campur deingan isteirimu itu (dan sudah kamu ce iraikan), maka tidak be irdosa kamu 

meingawininya; (dan diharamkan bagimu) iste iri-isteiri anak kandungmu (meinantu); dan 

meinghimpunkan (dalam peirkawinan) dua pe ire impuan yang beirsaudara, keicuali yang te ilah 

teirjadi pada masa lampau; se isungguhnya Allah Maha Pe ingampun lagi Maha Peinyayang. 

Dan (diharamkan juga kamu me ingawini) wanita yang be irsuami, keicuali budak-budak yang 

kamu miliki (Allah te ilah meine itapkan hukum itu) se ibagai keiteitapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu se ilain yang deimikian (yaitu) me incari isteiri-isteiri de ingan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk be irzina. Maka isteiri-isteiri yang teilah kamu nikmati (campuri) 

di antara meire ika, be irikanlah keipada meire ika maharnya (deingan se impurna), se ibagai suatu 

ke iwajiban; dan tiadalah me ingapa bagi kamu teirhadap se isuatu yang kamu te ilah saling 

meire ilakannya, seisudah me ineintukan mahar itu. Seisungguhnya Allah Maha Me inge itahui lagi 

Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nisa: 23-24) 

Be irdasarkan ayat teirse ibut maka dapat disimpulkan se ibagai beirikut: 

1) Pe irkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), se ihingga dalam Islam 

dilarang untuk meinikah deingan: 

a) Ibu, pe ireimpuan dalam garis lurus keiatas 

b) Anak pe ireimpuan, peire impuan dalam garis lurus ke ibawah 

c) Saudara peireimpuan, baik kandung ataupun se iibu/seiayah 

d) Bibi, saudara peire impuan ayah atau ibu 

e) Ke iponakan peireimpuan 

2) Pe irkawinan dilarang jika te irdapat hubungan susuan, yaitu: 

a) Ibu susuan dan se iteirusnya ke i atas 

b) Anak pe ireimpuan dari ibu susuan 

c) Saudara peireimpuan susuan 

d) Bibi susuan 

e) Ke iponakan peireimpuan susuan dan se iteirusnya kei bawah 

3) Pe irkawinan dilarang kare ina ada hubungan mushaharah (se ime inda), yaitu: 

a) Me irtua peire impuan 

b) Anak tiri 

c) Me inantu 

d) Ibu tiri 

Be irdasarkan peinjeilasan di atas maka tidak ada pe irintah larangan meinikahi saudara dari garis 

ke iturunan ibu (seisuku) atau deingan kata lain saudara dari garis ke iturunan ibu tidak dianggap 

se ibagai keirabat deikat yang dilarang untuk dinikahi. Se ihingga teirlihat seipintas bahwa adat 

Minangkabau beirte intang deingan hukum Islam. Akan teitapi, jika diteiliti leibih dalam, keiteintuan 

teirse ibut tidak beirtolak beilakang deingan hukum Islam. Walaupun adat Minangkabau me ilarang 

pe irkawinan seisuku, namun pe irkawinan teirse ibut tidak peirnah dibatalkan dan te itap dianggap sah 

pe irnikahan yang teilah dilakukan satu suku teirse ibut. Ini meingindikasikan peirnikahan se isuku bukan 

teirmasuk kateigori haram. Kareina jika suatu peirnikahan diharamkan maka pe irnikahan teirse ibut 

harus dibatalkan. Kareina haram beirarti beirdosa jika dikeirjakan dan beirpahala jika ditinggalkan.31
 

Masyarakat Minangkabau meinganggap pe irnikahan seisuku bole ih namun tidak baik untuk 

dilakukan atau dalam ajaran Islam diseibut makruh. Makruh adalah peirkara yang dianjukan untuk 

 
31 Aimir Syairifuddin, Ushul Fiqh, Cet ke 2, Jilid 1, (Jaikairtai: PT. Logos Wa icainai Ilmu, 2000), h. 309. 



Yona Ronanda, Munadi, Usamah 

 

 
167 

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593 Vol. 8, No. 2, Desember 2023 

tidak dikeirjakan. Jika peirkara teirse ibut dike irjakan tidak akan me indapat dosa, namun jika 

ditinggalkan untuk alasan keibaikan maka akan me indapatkan pahala dari Allah SWT. Se ihingga 

pe irkara teirse ibut se ibaiknya dihindari.32
 

Me inurut ilmu keidokteiran pe irkawinan se idarah dapat meingakibatkan keilainan pada anak yang 

dikandung, diantaranya: 

a) Me inde irita cacat lahir se irius, se ipe irti keilainan jantung bawaan, kaki be ingkok, bibir 

sumbing, hingga down syndromei. 

b) Gangguan meintal pada anak. 

c) Ke ilainan reise isif autosomal yang diakibatkan adanya pe inyatuan dua gein abnormal 

d) Cacat fisik 

e) Gangguan inteileiktualitas yang parah 

f) Tingkat peirtumbuhan lambar 

g) Kanke ir 

h) Siste im keike ibalan tubuh yang leimah, hingga rawan jatuh sakit. 

i) Be ireisiko tinggi meiwarisi peinyakit yang dide irita ibu atau ayahnya 

j) Badan keirdil 

k) Be irat lahir reindah 

l) Ke imatian bayi.33 

Pe irkawinan seisuku bisa meinimbulkan dampak yang tidak baik se ipe irti misalnya meinciptakan 

ke iturunan yang cacat fisik maupun cacat me intal. Deingan tujuan teirse ibut maka larangan 

pe irkawinan seisuku dibe inarkan dalam ajaran Islam se ibagaimana diteigaskan dalam Surat al-Nisa 

ayat 9: 

فًا خَافوُاْ عَلَيۡهِمۡ فَ لۡيَ ت َّقُواْ ٱللَََّّ وَلۡيَ قُولُ   واْ قَ وۡلا سَدِيدًاوَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَ ركَُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُريَِّّة ضِعََٰ
Artinya: dan heindaklah takut keipada Allah orang-orang yang seiandainya meininggalkan 

dibeilakang meireika anak-anak yang leimah, yang meire ika khawatir teirhadap (keise ijahteiraan) 

meire ika. Oleih se ibab itu heindaklah meireika beirtakwa keipada Allah dan heindaklah meire ika 

meingucapkan peirkataan yang beinar”. (QS. Al-Nisa: 9) 

 

Bahkan Rasulullah meine igaskan keimbali dalam seibuah Hadis: 

قال:   فَعُكَ،  عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن ؤسول الله صلى الله عليه وسلّم  يَ ن ْ ما  احرِصْ على 
قَدَرُ  :ولكن قل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، :وإن أصابك شيء فلا تقُلْ  واستَعِنْ بالله ولا تَ عْجَزَنَّ،

 34تفتح عمل الشيطان.  الله، وما شاء فعل، فإن لو
Artinya: dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu, beiliau beirkata, Rasulullah SAW 

beirsada:beirsungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang beirmanfaat bagimu dan mohonlah 

peirtolongan keipada Allah (dalam seigala urusan), seirta janganlah seikali-kali kamu 

beirsikap leimah. Jika kamu teirtimpa seisuatu (keigagalan), maka janganlah kamu 

meingatakan, ‘seiandainya aku beirbuat deimikian, pastilah tidak akan beigini atau beigitu’. 

Teitapi katakanlah, ‘ini teilah ditakdirkan oleih Allah dan Allah beirbuat seisuai deingan apa 

yang dikeiheindaki’. Kareina seisungguhnya peirkataan seiandainya akan meimbuka (pintu) 

peirbuatan seitan”. (HR. Muslim) 

Be irdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah 

meindambakan umat yang me imiliki kualitas yaitu mukim yang kuat dan beirsungguh-sungguh 

 
32 Raichmait Syaife’i, Ilmu Ushul Fiqh Cet ke 3, (Baindung: Pustaikai Setiai, 2007), h. 309. 
33 Redaiksi, “Daimpaik Pernikaihain Sedairai”, https://id.theaisiainpairent.com/daimpaik-pernikaihain-sedairaih diaikses 

paidai 29 Mairet 2023 
34 Muslim bin ail-Haijjāj ail-Naiysaiburī, Shaihīh Muslim, (Beirut: Dār ail-Jaiyl, t.th.), No. 2664 

https://id.theasianparent.com/dampak-pernikahan-sedarah
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dalam meincari ridha Allah. Se ihingga apabila suatu pe irkawinan seisuku dihindari de ingan tujuan 

untuk meinapatkan ridha Allah agar me imiliki keiturunan yang kuat maka pe irbuatan teirse ibut 

meirupakan peirbuatan yang mulia dan me indapatkan ganjaran pahala kare ina teirmasuk kateigori 

meinghindari peirbuatan yang makruh. 

Imam Ghazali dalam kitab Ihyā` ‘Ulūmu al-Dīn meinganjurkan agar tidak me ingawini 

ke iluarga deikat, seibab nanti anaknya akan le imah. Seibagian ahli Fiqih beirpe indapat bahwa 

se isungguhnya syahwat itu le imah diantara keirbat deikat. Seihingga meire ika meimakruhkan 

pe irkawinan deingan bintul’ammi (anak peire impuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak 

pe ireimpuan dari saudara laki-laki ibu), bintul ‘ammati (anak peire impuan dari saudara pe ireimpuan 

bapak), bintul khalati (anak peireimpuan dari saudara ibu)35. 

Me ilihat dampak yang beigitu beisar walaupun ada ke ibaikan dalam peirkawinan seisuku namun 

meinghindari keimudharatan leibih diutamakan daripada me ingambil manfaat. 36 Se ihingga 

pe irkawinan seisuku leibih baik dihindarkan se ibagaimana ajaran dan budaya yang te ilah beirke imbang 

di Minangkabau. Seilain keiteintuan dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan 

pe irkawinan seisuku juga diakomodir dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 teintang Peirkawinan Pasal 8 yang be irbunyi: 

“Pe irkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a) Be irhubungan darah dalam garis keiturunan luruh kei bawah ataupun kei atas; 

b) Be irhubungan darah dalam garis ke iturunan meinyamping yaitu antara saudara, antara 

se iorang deingan saudara orang tua dan antara se iorang deingan saudara neine iknya; 

c) Be irhubungan seimeinda (satu peirtalian keike iluargaan kareina peirkawinan), yaitu me irtua, 

anak tiri, meinantu, dan bapak/ibu tiri; 

d) Be irhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 

bibi/paman susuan; 

e) Be irhubungan saudara deingan isteiri atau seibagai bibi atau keime inakan dari isteiri, dalam hal 

se iorang suami beiristeiri leibih dari seiorang; 

f) Me impunyai hubungan yang oleih agamanya atau peiraturan lain yang beirlaku, dilarang 

kawin. 

Pe inulis beirpeindapat bahwa larangan nikah se isuku meirupakan keise ipakatan orang Minang. 

Di dalam Islam tidak te irdapat larangan nikah seisuku te itapi dalam aturan adat meilarang meilakukan 

nikah seisuku. Jika dilihat dalam Islam larangan meilakukan peirnikahan sudah sangat je ilas dalam 

Alquran surat An-Nisaa’ ayat 23-24. Maka teirlihat seipintas lalu apa yang te irjadi di Minangkabau 

be irteintangan deingan hukum Islam teitapi, jika diamati se icara jeili dan analisa yang meindalam apa 

yang teirjadi di Minangkabau tidaklah be irse ibe irangan deingan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat 

walaupun adat Minangkabau me ilarang nikah se isuku teitapi meireika tidak peirnah meimbatalkan dan 

meinganggap tidak sah peirnikahan yang teilah dilakukan satu suku. Hal ini me ingindikasikan bahwa 

pe irnikahan seisuku larangannya bukan be irarti haram. Kareina, indikator dari kata haram dalam 

pe irnikahan beirarti batal atau di fasakhkan. Te itapi meingartikannya deingan Peilakunya dihukum 

be irdosa dan me ininggalkannya beirpahala.37
 

Beirdasarkan hal teirseibut larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau jika di analisa 

deingan meitodologi hukum Islam (ushul fiqih) akan teirlihat bahwa larangan teirseibut hanya 

beirsifat seisuatu yang meisti ditinggalkan kareina hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan 

masyarakat. Meinganggap seisuatu tidak baik walaupun itu boleih untuk dilakukan dinamakan 

makruh. Makruh adalah seisuatu peirkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan teitapi jika 

dilakukan tidak beirdosa dan jika ditinggalkan akan meindapat pahala dari Allah SWT. Seisuatu 

 
35 Saiyyid Saibiq, Fiqih Sunnaih, Juz III, cet ke-8, (Beirut: Dair ail-Kutubi ail-Airaibi, 1987), h. 81 
36 Ai. Djaizuli, Kaiidaih-Kaiida ih Fiqh, (Jaikairtai: Kencainai, 2011), h. 29 
37 Aimir Syairifuddin, Ushul Fiqh, Juz I, (Jaikairtai: PT. Logos Waicainai Ilmu, 2000), Cet ke 2, h. 309 
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yang pada dasarnya diboleihkan teitapi leibih baik dihindarkan. Dan, jika ditinggalkan meindapat 

pahala, dan jika dikeirjakan tidak meindapat sanksi beirupadosa.38
 

De ingan de imikian larangan nikah se isuku dalam tinjauan hukum Islam 

bisa dikategorikan keipada makruh. Jika diamati se icara Maqashid Syari’ah, al-Syari’ keitika 

meimakruhkan seisuatu teintu ada nilai-nilai atau peisan-pe isan keibaikan yang akan disampaikan 

ke ipada umat se ibagaimana larangan meimakan makanan yang me irusak bau mulut de ingan tujuan 

meimpe irbaiki atau jangan sampai meirusak komunikasi deingan orang lain. Deingan kata lain, 

larangan teirse ibut teirkateigori Tahsiniyah “ḥablu min al-nās” dalam ranah komunikasi. Keimbali 

ke ipeirsoalan larangan nikah se isuku dalam adat Minangkabau dihukumi makruh karena 

kecenderungan seseorang memiliki perasaan malu saat intim dengan keluarga dekatnya hingga 

menimbulkan syahwat yang lemah yang berdampak pada lemahnya keturunan.  

 39وقد روى )لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاويَ( 
Artinya: Janganlah kalian nikahi wanita karib keirabat yang deikat. Sebab ia akan melahirkan 

keturunan yang leimah. 
Al-Ghazali meinjeilaskan, anak yang lahir dari pasangan keirabat deikat akan meinjadi leimah. 

Sebab syahwat biologis akan bangkit karena pe ingaruh indeira peinglihatan dan pe inyeintuhan. 

Se imeintara peingaruh indeira peinglihatan dan peinyeintuhan hanya akan meinjadi kuat se ibab meilihat 

dan meinye intuh se isuatu yang asing dan baru40. Agak be irbe ida, meinurut Al-Bujairami keitidak 

boleihan (dalam taraf hukum makruh) me inikahi keirabat deikat kareina umumnya anak yang 

dilahirkan dari pasangan se ipeirti itu akan meinjadi anak yang bodoh atau beirnalar reindah. 

Anjuran tidak meinikahi keirabat deikat dari Imam Al Ghazali seisuai deingan peindapat Imam 

As-Syafi’i se ibagaimana dikutip ole ih Al-Khatib al-Syirbini: 

41أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أنََّهُ يُسْتَحَبح لهَُ أَنْ لَا يُ زَوّجَِ مِنْ عَشِيرتَهِِ. 
 

Sungguh Imam Al-Syafi'i meinyatakan se icara teirang-teirangan bahwa bagi calon suami 

disunahkan tidak me inikahi keirabat (deikat) nya." 

Namun Ibn Shalah me inyatakan bahwa Hadis ini tidak didapati asal ke ipastiannya. Ibn Atsir 

meinge ilompokkan keidalam Kitab al-Nihāyah Fi Gharīb al-Hadits wa Atsar (kitab yang 

meine irangkan aneika Hadis-Hadis yang asing).42 

 
38 Raichmait Syaife’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Baindung: Pustaikai Setiai, 2007), Cet ke 3, h. 309 
39 Muhammad al-Syarbini, al-Iqna’, (t.t: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 286 Namun Ibn Shalah 

menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkannya kedalam Kitab Al-

Nihaayah Fi Ghoriib al-Hadiits wal Atsaar (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing). Dan tidak 

tercemarkan kehormatannya oleh hukum ini menikahkannya baginda Nabi SAW putri beliau, Fathimah atas Sayyidina 

Ali ra, karena beliau menjalani dengan tujuan menerangkan kelegalan pernikahannya atau karena diantara keduanya 

sudah bukan kerabat dekat sebab Fathimah adalah anak perempuan dari anak paman Sayyidina Ali yang artinya sudah 

tergolong kerabat jauh. Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Al-Fiqh al-Manhaji, (Damaskus: Dar al-Qalam: 1992), 

Juz IV, h.26  
40 Aibu Haimid Muhaimmaid bin Muhaimmaid Ail-Ghaizaili, Juz II, Ihyā’ Ulumuddīn. (Beirut: Dār Mai’rifaih, t.th),  

h. 41 
41 Muhaimmaid ail-Syairbini, Mughni ail-Muhtaij ilai Mai’rifaiti Mai’aini, Juz VI, (Tp: Da ir ail-Kutub ail-Ilmiyya ih, 

1994), h. 65 
42 Aihmaid bin Ail-Husaiin bin Aihmaid Ail-Aisfihaini, Ail-Iqnaiai’, Juz II, (Beirut-Lebainon: Dairul Kutub Ail-Ilmiyaih, 

2004), Cet. ke- 3, h. 65.  

Wailaiupun haidis ini diainggaip oleh Ibn Shailaih sebaigaii haidits ghairib tetaipi bainyaik ulaimai yaing memaikaii Haidis 

ini diaintairainyai dailaim Fiqih ail-Mainhaij IV/ 26, Ain-Nihaiaiyaih fi Ghoriib ail-Aitsair III/228, A il-Mainsuu’aih ail-Fiqhiyyaih 

24/ 61, dailaim Kitaib Ihyaiai 2/ 300 Maiktaibaih Syaimilaih, Ail-Haifizh Ail-‘Iraiqi dailaim Taikhrij Ihyai, Saiyyid Murtaidhai aiz-

Zaibidi dailaim Ittihaif Juz V/ 349, Mu’aissaisaih AitTaiairikh ail-‘Airaibi Beirut dain Ail-Haifizh ibn Haijair dailaim Ait-Tailkhiis 

https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/tag/kerabat%20dekat
https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/tag/kerabat%20dekat
https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/tag/kerabat%20dekat
https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/tag/Imam%20Al%20Ghazali
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Ke iteirangan yang bukan ke irabat deikat beirdasarkan hadits diatas yang meilarangnya de ingan 

alasan meingakibatkan keiturunan yang garing. Yang dimaksud de ingan garingnya keiturunan diatas 

adalah arti dharirnya bahwa peirasaan yang muncul pada umumnya se ibab rasa malu akan timbul 

pada keirabat deikat. Seicara reidaksi hadis teirse ibut meinggunakan Nahi namun deimikian, reidaksi 

nahi tidak dipahami me inurut makna asalnya se ibab hal ini akan beirteintangan deingan surat An-

Nisā` ayat 23 dan 24 te intang orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dan se icara jeilas ke idua ayat 

teirse ibut tidak meinyinggung teintang meinikahi saudara seipupu artinya seicara Mafhuū 

Muwāfaqah,43
 hal-hal yang tidak disinggung dalam ayat kuat dibole ihkan. Me ingharamkan seisuatu 

yang sudah dihalalkan, maka pe irbuatan te irse ibut dilarang seibagaimana bunyi ayat 87 surat Al-

Maidah : 

يَ حهَا ٱلَّذِينَ ءاَمَنُواْ لَا    إِنَّ ٱللَََّّ لَا يُُِبح ٱلۡمُعۡتَدِينَ يَََٰٓ
ۚ
ُ لَكُمۡ وَلَا تَ عۡتَدُوٓاْ  تَُُرّمُِواْ طيَِّبََٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللََّّ

Artinya: hai orang-orang yang beiriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang 

Teilah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu me ilampaui batas. Seisungguhnya Allah 

tidak meinyukai orang-orang yang meilampaui batas. “  (QS. Al-Maidah: 87) 

Maka makna Hadis di atas hanya be irsifat irsyad yaitu seike idar meimbeiritahu bahwa peirbuatan 

teirse ibut punya dampak neigatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Hadis di atas me injeilaskan ada 

bahaya-bahaya atau dampak neigatif yang ditimbulkan jika te irjadi nikah seisuku diantaranya adalah 

meirusak kualitas keiturunan. Padahal Allah dan Rasulullah SAW sangat meindambakan umat-umat 

muslim adalah umat yang be irkualitas seihingga dapat meinggapai keibahagiaan dunia dan akhirat. 

Hal ini dapat dipahami dari be ibe irapa ayat Al-Qur’an teintang keiunggulan umat Islam diantaranya 

Q.S Ali-Imran ayat 110: 

  َِۗ هَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُ ؤۡمِنُونَ بٱِللََّّ مُرُونَ بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَتَ ن ۡ
ۡ
وَلَوۡ ءاَمَنَ أهَۡلُ كُنتُمۡ خَيۡرَ أمَُّةٍ أُخۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تَأ

سِقُونَ  هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَ رهُُمُ ٱلۡفََٰ ن ۡ مُۚ مِّ  ٱلۡكِتََٰبِ لَكَانَ خَيۡرا لََّّ
Artinya: kamu adalah umat yang te irbaik yang dilahirkan untuk manusia, meinyuruh ke ipada 

yang ma'ruf, dan meince igah dari yang munkar, dan beiriman keipada Allah. seikiranya ahli 

Kitab beiriman, teintulah itu leibih baik bagi me ireika, di antara meireika ada yang be iriman, dan 

ke ibanyakan meireika adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali-Imran ayat 110) 

Dan se ibagaimana diteigaskan dalam an-Nisā` ayat 9:

فًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَ لۡيَ ت َّقُواْ ٱللَََّّ وَلۡيَ قُولُ   سَدِيدًاواْ قَ وۡلا وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَ ركَُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُريَِّّة ضِعََٰ
Artinya: dan heindaklah takut keipada Allah orang-orang yang seiandainya meininggalkan 

dibeilakang meireika anak-anak yang leimah, yang meire ika khawatir teirhadap (keise ijahteiraan) 

meire ika. Oleih se ibab itu heindaklah meireika beirtakwa keipada Allah dan heindaklah meire ika 

meingucapkan peirkataan yang beinar”. (QS. Al-Nisā`: 9) 

Leimah di sini baik se icara fisik maupun psikis. Bahkan dalam se ibuah Hadis yang teigas 

meingatakan: 

قال:   فَعُكَ،  عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن ؤسول الله صلى الله عليه وسلّم  يَ ن ْ ما  احرِصْ على 
قَدَرُ  :ولكن قل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، :وإن أصابك شيء فلا تقُلْ  واستَعِنْ بالله ولا تَ عْجَزَنَّ،

 44تفتح عمل الشيطان.  الله، وما شاء فعل، فإن لو

 
ail-Haibiir Juz III/ 309. Oleh sebeb itu keberaidaiain haidis tersebut daipait dipertimbaingkain sebaigaii daitai 

pelengkaip.  
43 Raichmait Syaife’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Baindung: Pusta ikai Setiai, 2007), Cet ke 3, h. 216 
44 Muslim bin ail-Haijjāj ail-Naiysaiburī, Shaihīh Muslim, (Beirut: Dār ail-Jaiyl, t.th.), No. 2664 
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Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu, beiliau beirkata, Rasulullah SAW beirsada: 

“Beirsungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang beirmanfaat bagimu dan mohonlah peirtolongan 

keipada Allah (dalam seigala urusan), seirta janganlah seikali-kali kamu beirsikap leimah. Jika 

kamu teirtimpa seisuatu (keigagalan), maka janganlah kamu meingatakan, ‘seiandainya aku 

beirbuat deimikian, pastilah tidak akan beigini atau beigitu’. Teitapi katakanlah, ‘ini teilah 

ditakdirkan oleih Allah dan Allah beirbuat seisuai deingan apa yang dikeiheindaki’. Kareina 

seisungguhnya peirkataan seiandainya akan meimbuka (pintu) peirbuatan seitan”. (HR. Muslim) 

Berpijak dari penjelasan ayat dan Hadis di atas dipahami bahwa umat yang berkualitas yang 

dibanggakan oleh Rasul tersebut adalah umat pilihan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Dan larangan nikah dengan saudara sepupu yang dijelaskan dalam Hadis di atas 

merupakan salah satu penghambat terwujudnya cita-cita Rasul menjadikan umat Islam sebagai 

umat pilihan.  

Menurut spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dr. Hanny Ronosoeilistiyo, Sp.O.G., 

tidak setiap pernikahan dengan kerabat dekat akan melahirkan keturunan yang memilki kelainan 

atau gangguan kesehatan. Sementara itu bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan 

anak yang normal. Walaupun begitu kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat 

genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang 

meimiliki kedekatan ke iturunan45.  

Pada kasus perkawinan dengan kerabat dekat, penyakit resesif yang muncul dominan. 

Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan 

perkembangan janin pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Apabila terjadi kelahiran, anak wanita 

lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orang tuanya. 

Perkawinan antara kerabat dekat memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari 

kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada 

genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (skizofreinia), Leiukodystrophiei 

atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak 

mengalami ganguang yang menyebabkan proseis pembentukan enzim terganggu. Selain itu, albino 

(kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otang yang 

lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang 

memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi perkawinan kerabat de ikat46. 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa dianjurkan agar tidak meingawini ke iluarga 

de ikat, seibab nanti anaknya akan le imah.47
 Ini diibaratkan peinyeimaian biji padi di satu te impat, lalu 

batangnya ditanamkan lagi di teimpat seimula, maka tumbuhnya akan le ibih baik dan leibih beisar. 

De imikian juga dalam masalah pe irkawinan. Se ibagian Fuqaha, beirpe indapat bahwa se isungguhnya 

syahwat itu leimah diantara keirabat deikat. Oleih kareina itu, meireika meimakruhkan kawin deingan 

bintul ‘ammi (anak peire impuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak peire impuan dari 

saudara laki-laki ibu), bintul ‘ammati (anak peire impuan dari saudara peire impuan bapak), bintul 

khalati (anak peireimpuan dari saudara ibu).48
 

Se ibagaimana yang te ilah dijeilaskan pada bab te irdahulu bahwa tujuan pokok maqāshid al-

syarī’ah dapat dikeitahui seicara akurat deingan meimpeirtimbangkan tujuan-tujuan se ikundeir yang 

dise ibutkan seicara eiksplisit dan implisit yang sama se ikali tidak diseibutkan oleih nash. Tujuan utama 

teirse ibut adalah maslaḥah al-‘ammāh. Dalam hal ini ada baiknya kita me irujuk keipada pe indapat al-

Syathibi, bahwa al-Syarī’ah (peimbuat hukum yakni Allah dan Rasul) dalam me irumuskan hukum 

Islam meimpunyai dua peiringkat tujuan, yaitu tujuan utama (al-maqāshid al-ashliyah) dan tujuan 

 
45  Raihmaid Hidaiyait, Perkaiwinain Sesuku Dailaim Maisyairaikait Minaingkaibaiu Menurut 

Paindaingain Hukum Isla im (Studi Kaisus Di Keca imaitain Bainuha impu Sumaiterai Bairait, Skripsi, (Fa ik. 

Syairi’aih dain Hukum UIN Syairif Hidaiyaitullaih, Jaikairtai, 2007), h. 72 
46 Ibid, h. 73 
47 Saiyyid Saibiq, Fiqih Sunnaih, Juz III, (Beirut: Dair ail-Kutubi ail-Airaibi, 1987), cet ke-8, h. 81 
48 Ibid 
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pe indukung (al-maqāshid at-tābi’ah). Dalam peirkawinan umpamanya, yang me injadi tujuan utama 

adalah untuk meile istarikan jeinis manusia di pe irmukaan bumi. Di samping itu teirdapat tujuan 

se ikunde ir yang sifatnya meindukung bagi te irwujudnya tujuan utama. Misalnya adanya hawa nafsu 

se iksual bagi suami isteiri yang deingannya peirkawinan itu bisa te irpe inuhi seicara halal seihingga 

dapat teirhindar dari peirbuatan dosa.  

Hal-hal yang mendukung terwujudnya tujuan utama tersebut oleh al-Syathibi disebutkan 

dengan al-maqāshid al-tābi’ah (maksud sekunder yang hendak dicapai oleih syari’at Islam untuk 

mendukung terwujudnya tujuan utama). Sementara itu maksud sekunder ini ada yang ditegaskan 

secara jelas oleh Al-Qur’an dan Hadis dan ada yang tidak, maka teirhadap yang belum ditegaskan 

oleh Al-Qur’an bila bertentangan atau menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama bukan 

tujuan syari’at dan harus ditolak.49
  

Pe ine irapan dalam maqāshid al-syarī’ah dalam masalah larangan peirkawinan seisuku adalah 

untuk meinjaga eiksiste insi kulliyah al-khams, te irutama meinjaga eiksisteinsi ke iturunan, kareina 

masalah ini reile ivan teirhadap meilahirkan ke iturunan yang leimah dan tidak beirkualitas. Se icara 

implisit keiharusan untuk tidak me ilakukan peirkawinan deingan orang yang meimiliki suku yang 

sama dan keiharusan untuk meilakukan pe irkawinan deingan orang diluar sukunya. Apabila 

dikeirjakan maka akan meinimbulkan keisulitan dalam keihidupannya. Walaupun seicara formal tidak 

tidak ada aturan yang dite itapkan oleih Al-quran dan Sunnah, teitapi kandungan maslahahnya se ijalan 

de ingan tindakan syara’ yang beirtujuan untuk meiwujudkan keimaslahatan bagi manusia yaitu, 

meilihat pada hikmah dan dampak yang ditimbulkan dari me ilakukan peirkawinan seisuku.  

Be irdasarkan analisa di atas larangan nikah se isuku yang teirjadi di Minangkabau cocok atau 

se isuai de ingan maqāshid al-syarī’ah dalam ranah meimeilihara ke iturunan agar jangan sampai 

meinghasilkan geine irasi-geine irasi yang leimah, tidak beirkualitas dan tidak be irhasil me iwujudkan 

cita-cita Syari’at umat teirbaik dipeirmukaan bumi. Meilihat dampaknya yang be igitu beisar meiskipun 

ada keibaikan dalam nikah seisuku namun ke imudharatan teirse ibut leibih diutamakan dari meingambil 

manfaat. 50
 Me iskipun tidak peirsis sama nikah se isuku deingan meinikahi saudara seipupu namun ada 

ke iteirkaitan diantara kei duanya yaitu dianggap be irsaudara. Artinya meinikahi saudara seipupu 

diartikan meinikahi saudara beigitupun nikah seisuku dipandang seibagai meinikahi saudara. 

Walaupun Rasulullah SAW me imboleihkan dan meinganggap sah meinikahi seipupu beigitupun 

de ingan adat Minangkabau dan tidak meimbatalkan nikah seisuku. Te itapi meinganjurkan untuk tidak 

meilakukannya kareina hal ini tidak biasa dan tidak lazim te irjadi di teingah masyarakat. 

Me inganggap seisuatu peirbuatan yang tidak lazim te irjadi itu jika dike irjakan 

dapat meindatangkan rasa malu bagi pe ilakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan 

masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau meinyamakan masyarakat dalam pe irgaulan 

ke ihidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun peire impuan. Teitapi, 

jika meilakukan suatu peirbuatan yang tidak biasa dilakukan oleih orang banyak maka peirbuatan 

aneih teirse ibut beirakibat pada peilakunya dikucilkan dari pe irgaulan masyarakat. Dikare inakan 

pe irnikahan seisuku tidak lazim dilakukan ole ih masyarakat Minangkabau, maka pe ilakunya teintu 

akan dikucilkan dari peirgaulan keihidupan ke ise ihariannya. 

Hal ini teintu sangat meirugikan, kareina ke ihidupan di dunia ini saling meimbutuhkan satu sama 

lain. Jika sudah dikucilkan dalam pe irgaulan masyarakat dunia akan te irasa seimpit. Me inghindari 

hal mudharat teirse ibut maka sangat logis me injauhi peirkawinan seisuku.  

Be irdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pe ilarangan nikah seisuku dalam adat 

Minangkabau seijalan deingan maqāshid al-syarī’ah pada leive il hajjiyah yaitu meinghindari 

ke iturunan yang leimah (tidak beirkualitas) namun, jika ada yang be irtanya bahwa tidak ada se icara 

teigas larangan teirse ibut dalam aturan syari’at se ihingga tidak mungkin dikatakan se ijalan deingan 

 
49  Aisy-Syaitibi, ail-Muwa ifaiqait fi Ushul a isy-Syairi’aih, (Beirut: Dair ail-Kutub ail-Ilmiyya ih. 

1411 H/ 1991 M), h. 396 
50 Ai. Djaizuli, Kaiidaih-Kaiida ih Fiqh, (Jaikairtai: Kencainai, 2011), h. 29 
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maqāshid al-syarī’ah maka hal itu dapat dibantah bahwa fungi maqāshid al-syarī’ah dalam kasus 

ini adalah seibagai seibuah teiori yang beirfungsi ke iluar dan kei dalam. Maksudnya adalah jika 

maqāshid al-syarī’ah yaitu beirfungsi keidalam artinya deingan teiori maqāshid al-syarī’ah akan 

meine imukan jawaban rahasia hukum yang teirmuat dalam Al-quran maupun Hadis Rasulullah 

SAW. Akan te itapi jika maqāshid al-syarī’ah be irpe iran keiluar itu artinya adalah bahwa maqāshid 

al-syarī’ah adalah berfungsi sebagai te iori yang meingukur teirhadap aturan-aturan hukum diluar 

ke iteintuan-keiteintuan Al-Qur’an dan Hadis. Maka jeilas ke itika meinganalisa peirsoalan pe irnikahan 

se isuku ini peiran maqāshid al-syarī’ah diposisikan keiluar maksudnya atau artinya se ibagai teiori 

yang be irguna untuk meingukur apakah produk hukum adat teirse ibut se ijalan atau tidak deingan 

maqāshid al-syarī’ah yaitu untuk keimaslahatan. 

Diakhir peimbahasan ini dapat dite igaskan larangan pe irnikahan seisuku di Minangkabau bisa 

dianalisa deingan teiori maqāshid al-syarī’ah de ingan keisimpulan bahwa larangan pe irnikahan 

se isuku se iirama deingan maqāshid al-syarī’ah pada leiveil taḥsīniyyah. 

 

KESIMPULAN  

Dari peine ilitian yang dilakukan te irhadap kawin pantang pada masyarakat Minangkabau pe irsfe iktif 

hukum keiluarga Islam, dapat disimpulkan se ibagai beirikut:  

Pertama, Seiiring deingan be irjalannya waktu, pe imaknaan kawin pantang pada masyarakat 

Minangkabau modeire in seimakin longgar. Hal ini de ingan diboleihkannya pada se ibagian suku 

pe irkawinan seisuku deingan beida niniak mamak, walapun ada se ibagian suku yang masih se impit 

meimaknainya, yaitu deingan meilarang total seimua peirnikahan seisuku. Be irdasarkan aturan yang 

be irlaku, peirnikahan seisuku akan meindatangkan konseikwe insi yang harus ditanggung ole ih 

pe ilakunya. Di antaranya adalah: peirtama, konse ikwe insi yang harus dilaksanakan se ibeilum akad 

pe irnikahan beirupaya meimbayar deinda yang dise irahkan keipada KAN, ke idua, konse ikwe insi sosial 

masyarakat, keitiga, konse ikweinsi psikologis dan meintal, keie impat, konse ikwe insi deingan meimbayar 

de inda beirupa jawi putiah (sapi putih) dan teirkahir konseikwe insi diusir dari kampung halaman. 

Adapun faktor yang meilatari peilaragan peirnikahan seisuku adalah: orang yang satu suku dianggap 

masih teirikat tali peirsaudaraan, peirkawinan satu suku meinye ibabkan keiturunan yang cacat, dan 

teirakhir faktor kultur yang turun-teimurun dari jaman dulu sampai se ikarang, yaitu apabila orang 

tua meireika meilarang, maka meire ika meinggap itu seibuah keiharaman.  

Kedua, Larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau jika dianalisa deingan meitodologi 

hukum Islam (ushūl fiqih) akan teirlihat bahwa larangan teirse ibut hanya beirsifat seisuatu yang meisti 

ditinggalkan kareina hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Larangan nikah 

se isuku dalam tinjauan hukum Islam teirkate igori keipada makruh. Jika diamati se icara maqāshid al-

syarī’ah, al-Syāri’ keitika meimakruhkan se isuatu teintu ada nilai-nilai atau peisan-pe isan keibaikan 

yang akan disampaikan keipada umat seibagaimana larangan meimakan makanan yang meirusak bau 

mulut deingan tujuan meimpe irbaiki atau jangan sampai me irusak komunikasi deingan manusia. 

De ingan kata lain, larangan te irse ibut teirkateigori Tahsiniyah “hablum minan nas” dalam ranah 

komunikasi. Larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau bisa dianalisa de ingan teiori maqāshid 

al-syarī’ah deingan keisimpulan bahwa larangan pe irnikahan seisuku se iirama deingan maqāshid al-

syarī’ah pada leiveil taḥsīniyyah 
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